
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

a. bahwa Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, telah diatur 
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020; 

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan sinergitas 
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan 
Rencana Kerja Pemerintah, alokasi dana dari basil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu dirubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kepada Desa; 

BUPATI CIANJUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 
TENTANG TATA CARA PENGAWKASlAN BAGIAN DARI HASIL 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

TENTANG 

NOMOR 27 TAHUN 2022 

PERATURAN BUPATI CIANJUR 

BUPATI CIANJUR 
PROVINS! JAWA BARAT 



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinta.h 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tek:nis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 
2020); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 
2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri D); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 
2012 Nomor 24 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Cianjur Nomor 24); 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 
Nomor 56), diubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG 
TATA CARA PENGALOKASlAN BAGlAN DARI HASIL 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 
DESA. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

Pasal I 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2015 Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Cianjur (Lembaran Daerah kabupaten Cianjur Tahun 
2021 Nomor 33); 

13. Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 2); 

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan 
Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 
2019 Nomor 95); 

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 
06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 35 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Tahun Nomor 35); 

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2018 Nomor 97); 

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 56); 
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3. Ketentuan Pasal 10, diubah sebagai berikut: 

Pasal 10 
(1) DBH-PD dan atau DBH-RD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, penggunaannya diprioritaskan untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerah dan pendapatan asli desa serta 
penegakan I kesadaran hukum masyarakat. 

(2) Prioritas penggunaan DBH-PD dan/atau DBH-RD 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1). ditetapkan olch Bupati 
sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Daerah. 

Pasal 9 
(1) Alokasi DBH-PD dan/atau DBH-RD kepada Desa dilakukan 

melalui transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening 
kas Desa melalui pemindahbukuan atau overbooking. 

(2) Pencairan alokasi DBH-PD dan/atau DBH-RD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi 
persyaratan baik secara administrasi maupun peruntukan 
penggunaannya. 

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana di.maksud pada ayat (2) 
tidak dipenuhi, alokasi pencairan DBH-PD dan/ atau DBH-RD 
dapat ditangguhkan. 

1. Ketentuan Pasal 4, diubah sebagai berikut: 

Pasal 4 
DBH-PD dan / atau DBH-RD kepada pemerintah Desa 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Ketentuan Pasal 9, diubah sebagai berikut: 
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BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 152 

Diundangkan di Cianjur .~~r:w.~-.;: 3 Maret 2022 
AERAH KABUPATEN CIANJUR, 

ttd/cap 

HERMAN SUHERMAN 

Ditetapkan di Cianjur 
pada tanggal 22 Maret 2022 
BUPATI CIANJUR, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Cianjur. 

Pasal II 
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